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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 8 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

Menimbang: a.  bahwa terpenuhinya kebutuhan pangan merupakan hak dasar 
Masyarakat dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang adil, 

makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan untuk 
dapat memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan sampai dengan perseorangan yang tercermin dari 

tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, 
aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau dan tidak 

bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, 
maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan 

cadangan pangan;  

 c.  bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2012 tentang Pangan, ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang  

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali,  terakhir dengan 

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 

dan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 17 
Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, tata cara 
penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten diatur 

dengan peraturan daerah; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821); 

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir  dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5630) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

6. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan 
Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5680);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi 

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6219); 
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12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 
Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengeloaan 

Cadangan Pangan Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Cadangan Pangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 447); 

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ 

OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Nomor 3); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

dan 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN 

PANGAN. 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.  

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai 

Selatan.  

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat 

daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah.  

5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa.  

6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 

pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, 
baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan 

atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, 
bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses 

penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.  

7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai 
dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.  

8. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai 
dan dikelola oleh Pemerintah Desa.  

9. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama 
sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.  
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10. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi 
oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan 

harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan 
gejolak sosial di masyarakat.  

 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: 

a. penetapan cadangan Pangan; 

b. penyelenggaraan cadangan Pangan; 

c. penanggulangan krisis Pangan; 

d. sistem informasi cadangan Pangan; 

e. peran serta masyarakat; 

f. pengawasan dan pelaporan; dan 

g. pendanaan. 

 
BAB II 

PENETAPAN CADANGAN PANGAN 

Pasal 3  

(1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan 

Pangan Pemerintah Daerah.  

(2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
mempertimbangkan:  

a. jenis;  

b. jumlah Pangan Pokok Tertentu;  

c. kebutuhan Pangan; dan 

d. potensi Pangan Pokok Tertentu. 

(3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:  

a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan  

b. potensi sumber daya;  
 

Pasal 4 

(1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan 
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan paling 

sedikit 1 (satu) tahun sekali. 

(2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 
 

BAB III 
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 5 

Penyelenggaraan cadangan Pangan dilaksanakan oleh:  

a. Pemerintah Daerah; dan  

b. Pemerintah Desa.  
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Pasal 6  

Penyelenggaraan cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan 

melalui:  

a. pengadaan;  

b. pengelolaan; dan  

c. penyaluran.  
 

Bagian Kedua 
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 7 

(1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 
a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan.  

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan 

cadangan Pangan dapat bekerja sama dengan: 

a. badan usaha milik negara, dan/atau  

b. badan usaha milik daerah di bidang Pangan;  

 
Paragraf 2 

Pangadaan 

Pasal 8 

(1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok 
Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan 
mengutamakan produksi di Daerah yang aman dan bermutu. 

(2) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk: 

a. memenuhi kebutuhan baru cadangan pangan; 

b. penambahan cadangan pangan karena berkurang; dan 

c. penggantian cadangan pangan yang rusak; 

 
Paragraf 3 

Pengelolaan 

Pasal 9 

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
ketahanan Pangan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. 

(2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah 
Daerah di Daerah. 

(3) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) melalui tahapan: 

a. penyimpanan; 

b. pemeliharaan; 

c. pengamanan; 

 



- 6 - 

 

d. pemeriksaan secara berkala; dan/atau 

e. pengeluaran cadangan Pangan dari gudang penyimpanan; 

 
Pasal 10 

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang 

ketahanan Pangan menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang 
disimpan.  

(2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (1) harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar 

mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

(3) Penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dilakukan dengan: 

a. sistem penyimpanan karung; dan 

b. sistem sirkulasi udara yang baik pada gudang. 
 

Pasal 11 

Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (3) huruf b dilakukan dengan: 

a. fumigasi; dan 

b. sanitasi; 

 Pasal 12 

Pengamanan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (3) huruf c dilakukan dengan menunjuk petugas yang telah ditentukan. 
 

Pasal 13 

Pemeriksaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (3) huruf d dilakukan dengan secara berkala setiap 2 (dua) minggu sekali 

oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
ketahanan Pangan. 

 
Pasal 14 

Pengeluaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 Ayat (3) huruf e dilakukan sampai ke pintu gudang. 
 

Pasal 15 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan, pemeliharaan, 

pengamanan, pemeriksaan dan pengeluaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
Paragraf 4  

Penyaluran 

Pasal 16 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
ketahanan Pangan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk 
menanggulangi:  

a. kekurangan Pangan;  

b. gejolak harga Pangan;  

c. bencana alam;  

d. bencana sosial; dan/atau  

e. keadaan darurat.  
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Pasal 17 

(1) Selain untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, 

bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16, penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 
dapat dimanfaatkan untuk pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat 

miskin dan/atau yang mengalami rawan pangan dan gizi. 

(2) Pemberian bantuan Pangan dapat diberikan kepada: 

a. pemerintah daerah lain; dan/ atau 

b. pemerintah daerah provinsi  

 
Pasal 18 

(1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi tahapan: 

a. penentuan lokasi; 

b. verifikasi penerima; 

c. pengangkutan; dan 

d. penyerahan. 

(2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dilakukan bersama unsur lain yang terdiri atas: 

a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

perhubungan; 

b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

sosial; 

c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 
penanggulangan bencana; 

d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 
pertanian; 

e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Desa; 

f. Kepolisian Negara; dan 

g. Tentara Nasional Indonesia. 

(3) Pelaksana penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 

 
Pasal 19 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan lokasi, verifikasi penerima, 
pengangkutan dan penyerahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 
 

BAB IV 

KERJA SAMA 

Pasal 20 

(1) Pemerintah Daerah selain dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara 
dan badan usaha milik daerah di bidang Pangan sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 7 ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak lain. 

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pengelola sistem resi gudang; 

b. koperasi di bidang Pangan; dan 

c. pengelola lumbung Pangan masyarakat. 
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Pasal 21 

Pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah harus 
memenuhi syarat meliputi: 

a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar; 

b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan Pangan; 

c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan 

d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian;  
 

Pasal 22 

(1) Kerja sama penyelenggaraan cadangan Pangan dengan pihak lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama. 

(2) Bentuk dan isi perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Bagian Keempat  

Cadangan Pangan Pemerintah Desa 

Pasal 23  

(1) Kepala Desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai 

jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai 
Cadangan Pangan Pemerintah Desa.  

(2) Bupati berdasarkan usulan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan 

Pemerintah Desa.  

(3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan 
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 

mempertimbangkan:  

a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Desa; 

b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan  

c. kerawanan Pangan di wilayah Desa.  

(4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan 
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:  

a. kebutuhan konsumsi masyarakat Desa; dan  

b. potensi sumber daya Desa.  
 

Pasal 24 

(1) Pemerintah desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan 

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menyelenggarakan:  

a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; 

b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan 

c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.  

(2) Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa 

membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.  

(3) Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat 
bekerja sama dengan badan usaha milik Desa. 
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Pasal 25 

(1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa bersumber dari Pangan Pokok 

Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan 
mengutamakan produksi Desa setempat. 

(2) Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa 

setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 
harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 

Pasal 26 
Ketentuan lebih lanjut mengenai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.  

 
BAB V 

SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN 

Pasal 27 

(1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola dan mengembangkan sistem 
informasi cadangan Pangan yang terintegrasi. 

(2) Sistem informasi cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan untuk: 

a. perencanaan; 

b. pemantauan dan evaluasi; 

c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan 

d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan. 

(3) Sistem informasi cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diutamakan untuk Pangan pokok, Pangan Pokok Tertentu dan Pangan lokal.  

 
Pasal 28 

(1) Pengelola cadangan Pangan dan pelaku usaha Pangan wajib memberikan 
laporan data dan informasi pangan secara berkala dan berkesinambungan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan data dan informasi Pangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 
 

Pasal 29 

Sistem informasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
ketahanan Pangan. 

 
BAB VI 

PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN 

Pasal 30 

(1) Dalam hal terjadi krisis Pangan, Pemerintah Daerah menggunakan Cadangan 

Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi krisis pangan di Daerah. 

(2) Kriteria krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. penurunan ketersediaan Pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat 
dalam jangka waktu tertentu; 

b. lonjakan harga Pangan pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau 

c. penurunan konsumsi Pangan pokok sebagian besar masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan Pangan sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG). 
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Pasal 31 

(1) Kedaruratan krisis pangan ditetapkan berdasarkan skala krisis Pangan. 

(2) Skala krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 
berdasarkan: 

a. jumlah penduduk di Daerah yang mengalami krisis pangan lebih dari 50% 

(lima puluh perseratus) dari jumlah penduduk; dan/atau 

b. krisis Pangan terjadi lebih dari 1 (satu) kecamatan. 

(3) Bupati menetapkan status kedaruratan krisis Pangan di Daerah dalam hal krisis 
Pangan telah menunjukkan skala kedaruratan krisis Pangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 
 

BAB VII 

PERAN SERTA MASYARAKAT  

Pasal 32 

(1) Masyarakat berperan serta mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 
dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.  

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:  

a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;   

b. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan; 

c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah 
rawan Pangan dan krisis Pangan; 

d. pencegahan terjadinya rawan Pangan dan krisis Pangan; 

e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan Pangan dan krisis Pangan; dan/ 

atau 

f. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan 
Pangan Pemerintah Daerah. 

(3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 33 

(1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara 
penyelesaian masalah penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 
kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan.  

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

ketahanan Pangan menindaklanjuti permasalahan, masukan, dan/atau cara 
penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

 
BAB VIII  

PENGAWASAN DAN PELAPORAN 

Bagian Kesatu 
Pengawasan 

Pasal 34 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

cadangan Pangan.  

(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan Pangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sampai dengan titik 
distribusi; dan 
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b. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari titik distribusi 
kepada masyarakat.  

(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan.  

 
Bagian Kedua 

Pelaporan 

Pasal 35 

(1) Kepala desa melaporkan kegiatan penyelenggaraan Cadangan Pangan 
Pemerintah Desa kepada camat.  

(2) Camat melaporkan kegiatan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah 

Desa kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang ketahanan Pangan.  

(3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang ketahanan Pangan melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan 

Pemerintah Desa dan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 
kepada Bupati.  

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) 

dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu ketika 
dibutuhkan.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan penyelenggaraan cadangan pangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam 

Peraturan Bupati. 
 

BAB IX  

PENDANAAN 

Pasal 36 

Pendanaan penyelenggaraan cadangan Pangan yang diatur dalam Peraturan Daerah 
ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang 

sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
 

BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 37 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 

a. kebijakan Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum Peraturan 

Daerah ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dengan Peraturan Daerah ini; dan 

b. kerja sama penyelenggaraan cadangan Pangan dengan pihak lain yang telah 

berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan 
Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini 

diundangkan.  
 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 38 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:  

a. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 31); dan 
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b. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Standar 
Operasional Prosedur Penyaluran Beras Cadangan Pangan pada Dinas 

Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 
Nomor 61),  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

 
Pasal 39 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 
(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.  

 
Pasal 40 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan.  
 

 
 
Ditetapkan  di Kandangan 

pada tanggal 26 Desember 2022 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

    
ttd. 

 
ACHMAD FIKRY 

Diundangkan di Kandangan 

pada tanggal 26 Desember 2022 

SEKRETARIS  DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 
 

ttd. 
 

MUHAMMAD NOOR 

  
 

 
 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

TAHUN 2022 NOMOR 8 
 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN 
CADANGAN PANGAN: (8-143/2022) 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  

NOMOR 8 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN 

 
I. UMUM 

 

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan 
pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. 

Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan 
beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak 

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pemenuhan 
konsumsi Pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan 
memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal.  

Cadangan Pangan merupakan salah satu komponen penting dalam 
penyediaan Pangan. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan 

Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan 
keterjangkauan Pangan baik dari pandangan fisik maupun ekonomi dalam upaya 

mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat di 
Daerah dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan 
sesuai kebutuhannya.  

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan 
Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan 

mengutamakan produksi dalam Daerah untuk dilakukan pengelolaan guna 
menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah serta disalurkan 

untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, 
bencana sosial, dan/atau keadaan darurat.  

Atas dasar pemikiran tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan dalam 

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan 
Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah berinisiatif untuk menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan materi muatan 
pengaturan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan 

Pemerintah Daerah, pengawasan, pendanaan, pelaporan, dan pengaturan 
mengenai partisipasi masyarakat. Selain itu, pengaturan mengenai 
penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa juga menjadi bagian 

pengaturan dalam Peraturan Daeah ini sebagai dasar dan pedoman bagi 
Pemerintah Desa di Daerah dalam menyelenggaraan Cadangan Pangan 

Pemerintah Desa sesuai dengan amanat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.  

 
II. PASAL DEMI PASAL  

 

Pasal 1  
Cukup jelas.  

 
Pasal 2  

Cukup jelas.  
 

Pasal 3  

Cukup jelas.  
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Pasal 4  
Cukup jelas.  

 
 
Pasal 5  

Cukup jelas.  
 

Pasal 6  
Cukup jelas.  

 
Pasal 7  

Cukup jelas.  

 
Pasal 8  

Cukup jelas.  
 

Pasal 9  
Cukup jelas.  

 

Pasal 10  
Cukup jelas.  

 
Pasal 11  

Yang dimaksud dengan fumigasi adalah sebuah metode pengendalian hama 
yang dilakukan dengan cara pengasapan pestisida dalam bentuk gas. Yang 
dimaksud dengan sanitasi adalah usaha untuk membina dan menciptakan 

suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan 
masyarakat. 

 
Pasal 12  

Cukup jelas. 
 

Pasal 13  

Cukup jelas. 
 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

 
Pasal 15  

Cukup jelas. 

 
Pasal 16 

Cukup jelas. 
 

Pasal 17 
Cukup jelas. 
 

Pasal 18  
Cukup jelas. 

 
Pasal 19 

Cukup jelas. 
 

Pasal 20 

Cukup jelas. 
 

Pasal 21 
Cukup jelas. 
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Pasal 22 
Cukup jelas. 

 
 

Pasal 23 

Cukup jelas. 
 

Pasal 24  
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan Unit Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah 
Desa adalah unit yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang bertugas 

mengelola penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Desa dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Desa.  

 
Ayat () 

Cukup jelas.  

 
Pasal 25 

Cukup jelas.  
 

Pasal 26 
Cukup jelas.  

 

Pasal 27 
Cukup jelas.  

 
Pasal 28 

          Cukup jelas.  
 
Pasal 29 

          Cukup jelas.  
 

Pasal 30 
          Cukup jelas.  

 
Pasal 31 
          Cukup jelas. 

 
Pasal 32 

          Cukup jelas. 
 

Pasal 33 
          Cukup jelas. 
 

Pasal 34 
          Cukup jelas. 

 
Pasal 35 

          Cukup jelas. 
 
Pasal 36 

          Cukup jelas. 
 

Pasal 37 
          Cukup jelas. 
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Pasal 38 
          Cukup jelas. 

 
Pasal 39 
          Cukup jelas. 

 
Pasal 40 

          Cukup jelas. 
  

 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 55 
 

 
 

 
 
 

  


